SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN
MASYARAKAT DENGAN KONDISI TERTENTU DI KABUPATEN JOMBANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan
Masyarakat dengan Kondisi Tertentu di Kabupaten
Jombang, dalam perkembangannya perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
dan Masyarakat dengan Kondisi Tertentu di Kabupaten
Jombang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);



6.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kalo diubah terakhir dengan dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2019;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 6 Tahun 2018;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2008 Nomor 10/D) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2013 Nomor 9/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D );

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor
6/A);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor
14/D);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2014 Nomor 8/D);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 10/E);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Tarif Layanan Kesehatan Kelas 3 pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2022 Nomor 40/E);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN
MASYARAKAT DENGAN KONDISI TERTENTU DI KABUPATEN
JOMBANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati
Jombang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat dengan Kondisi Tertentu
di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2023 Nomor 1/E) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB III
PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(3) Masyarakat dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tidak
memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau memiliki
Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetapi tidak memiliki
jaminan kesehatan;

b. Korban dari keadaan kahar (force majeur) dan/atau
kecelakaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau
manfaat pelayanan kesehatan tidak ditanggung;

c. Gelandangan, orang terlantar, penghuni panti sosial dan
orang dengan tempat tinggal tidak tetap (T4);

d. Penghuni lapas, rumah tahanan, tahanan POLRI/
Kejaksaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan;

e. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau
pelecehan seksual yang tidak memiliki jaminan kesehatan
atau manfaat pelayanan kesehatan tidak ditanggung; dan

f. Masyarakat yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan
karena kegiatan program pemerintah.

(4) Validasi  terhadap  penerima  Pelayanan  Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Dinas Sosial dan/atau Dinas Kesehatan sesuai dengan
kewenangan.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 22 Januari 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd
AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 11/E

lagesuai dengan aslinya
Y GIAN HUKUM

NIP. 19690605 200312 2 009
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